
GUBERNURRIAU

PERITTUI'AI{ GUBERIIUR RIAU

NOMOR I43 TAHUN 2Or5

AENTANG
PERJA'ANAI{ DII'IAS PESASAT NDGARA, PEOAWAI I{ECERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAI' TETAP DI LI!{CKUI{GAI{ PEMERINfAII PRO1IINSI
DA{ PTMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERCTAKII,AN IIASYAT

DAERAII PROVINSI RIAU

DENGA]I IIII{MAT TUHAN YAI{G MAHA DSA

GVBERNUR RIAU

bahwa dalam rangka ensiensi dan el€krillras
pelaksanaan anggaran belanja daerah perlu
pensarlrran perjalaan dinas, bajk lerjatanan dlnas
luar dae.an, lerjalanan dinas dalam daerah dan
perjalanan dinas luar.egerii
bahs'a berdasarkan penjelasan Pasal 25 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tanun 2004 tenrang
(edudukan P.otokoler dan keudgd Pimpinan dan
Anggota Dewan PeMakild RaLyat Dae.ah
dlnyalakan bah$a belanja perjalanan Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya
atas nama Lembaga Petrakilan Ral$/at Dae.ah baik
di dalm Daerah oaupun kelua. Dae.ah yang
besarnya disesuaikan densan standar perjaland
drnas Pegarvai Nege.i Sipil Tingkat A i

bahwa berdasarkan Kcpulusan hesiden Nomor 34/P
Tahun 2015 tertang Pemberhentian Sementara
Cubernu. Riau Masa Jabatan Tabun 2014 2019,
meneralkan wakil Gubernur Riau untuk
melaksanakan tugas dan kcwenangan Oubernur Riau
Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

d b"l w. bprod d.l"n p- rmbdnB.n .bdga:1alc
dimaksud hurufa, huruf b dan hun,fc di atas, perlu
ftenetapkan Pe.aturan Oubenur tentang Perjaldan
Dinas Pejabat Negara, Pegawai Neseri SipiL, Pegasai
Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerinrah Provinsi Dan
Pimpinan Scrta Anggota Dewd Pesakilm Raktat
Daemh Provinsi Riau;
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a.

2.

Undang Undang Nomor 61 Tahun l95a tentang
Pembentukan Daerah Swatant.a Tingkat I Sumaiera
Ba.ai, Jambi dan Riau (L.mbaran Negda Rl Tahun
l95a Nomor r12 Tambahan Lembarm Negara Rl

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Petuenntahan Dac.ah (Lrmbard Negda Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tmbahan
L.mbaran Nega.a Republik Indonesia Nomor 5s87),
sebagaimana telah diubah dengd Peraturan

Peme.intah Pengganti Undang unddg Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang,
Undang Nonor 23 Tahu. 2014 ientang Pemenntahan
Daerah (Lemba.an Negara Repubijk Indonesia Tahun
2015 Nomor sa, Tambahan Lehbaran Negda
Republik Indo.esra Nomor 5679)l

Pefaturan Pemc.inlah Nomor 55 Tanun 2005 Tenrang
Dana Penmbangan (r.mbaraD Negara Republik
lndonesia Tahun 20OS Nomor 137, Tmbahd
rf,mbaran Negara Relublik Indonesia Nonor 4575)i

Peraturan Pemerintah Nomo. 5a Tahun 2005 tentmg
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembdd Negda
Republik tndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
13 nba!dn L/ -o"--r \-Ec'" Pepub Undonesid

Peraruran Presiden Republik Indonesia Nomo. 54
Tanun 2010 tentang Pengadad Ba.dg/Jasa
Peaenntan sebagdimda relah diubah bebe.apa kali
terakhir dengan Peratu.an Prcsiden Republik
Indonesia Nomo. 4 Tahun 2015 tentang peruband
keempat atas Peraturan P.es,den Nomor 54 lenlang
PengadaaD Barang/Jasa Pemerinrah;

Peraruran Menreri Dalam Negen Nomor 13 Tahun
2006 teniang Pedoman Pengelolaan Kcuangd
Daerah, sebagaimana ielah diubah bcb$apa kali
terakhir dengan Peratu.an denten Dalam Negen
Nomo. 2l tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraruran Menreri Dalam Negeri Nomo. 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangm

Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tabun
2011 tentang P€donan Perjalanan Dinas ke Luar
Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri, Pemcrintah Daerah, dan
Pimpinan scria Anggota Dcivan PeMakild Rakyat

Peraturan Mcntcri Dalam Negcri Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggad
Pendapaian dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20t6,



9. Peraturan M€nteri Keuangan
65/PMK.02l20r5 tentang Standar Biaya Masukm
Tahun Anggaran 2016;

10. Peratlrran Menteri Dalam Negen Noftor aO Tahun
2015 tentang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Cubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Sistem dan P.os€du. PenAelolaan Xeuangan Daerah
Provinsi Riau (Ecrira Dacrah Provinsi Riau Tahun
2010 Nomor ss) sebagaimana relah diubah beberapa
kali tcrakhir dengan Pcraturan Oube.nuf Riau Nomor

56 tahun 20l5 !e.rang Pe.ubahan Ke.iga Alas
Peraturan Gube.nu. Riau Nomor 55 Tanun 2010
|enlang S,srem da. Prosedu. Pengelolaan Keuangan
(Berita Daerah Provinsi Riau'fahun 2015 Nomor 55)

MDMUTUSKAN :

PERATURAN GUEERNUR TENTANG PER\'A'ANAN
DINAS PEJABAT NEGARA, PEOAq/AI I{EGERI SIPIL,
PDGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKT'NCAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN PIMPINAN SERTA
AI'IGGOTA DEq/AN PERWAI(ILAI{ RAITYAT DAERAq
PRO.I/INSI RIAU

BABI

KEAENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam PeEtu.an Gube.nur ini yang dimaksud dengan:

t. Pemerintah Provinsi adalah Peme.intahan Prodnsi Riau;

2. Gubernur adalah Cubernur R,auj

r. W"{rlCubernJr "d"l"h "kilurber- -R'"L,
4. Sekfetaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riaui

5. Pimpinan dan Anggota De*an Petuakilan Rak-vat Da€rah yang
selanjut.ya disebut Pimpinan atau anggota DPRD adalah Pimpinan
dm Anssota Dewan Peruakilan Rakyar Daefah Pfovinsi Riaui

6. Pegawai Negefi Sipil selanjutnya .lisingkat PNS adalah Pegawai Negeri
silil di Lingkunga. Pemerintah Provinsi Riau atau sebutd lainnya;

7 Pegawai Tidak Telap/Te.aea Kontfak yang selanjutnya disebut P'm
adalah pegaivai ydng diangkat untuk jangka eaktu tertentu guna
melaksanakan tugas pemerintahd dan pembangund yang bersitat
teknis profesional dan admrn,s!.asi sesuai dcngan kebutuhan dan
kemampuan organisasi dalam kc.angka sistim kepegawaian yang tidak
be.kedudukan sebagai pegawai negeri lang diangkat dengan
Keputusd Gubernufi

8. Perjaianu dinas adalah lerjalanan dad tempat kedudukan dalam
wihyan Provinsi ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan
kembali ke tempat kedudukan semula;



9. Tempat kedudukan adalah lokasi Kmtof Saruan Ke{a perangkat
DaeFh/Unit Ke.ja Satuan Kc{a Pe.anskat Daerah/domisiLi te;par
tinggali

lo.Tempat tujuan adalah teopat/kota yans ftenjadi tujuan perjalman

11. Unn Peiaksana Teknis Da€.ah yang
Unit Pelal<sana Teknis Dae.ah pada
Pemerinbn Provinsi Riau;

selanjutnya disebut UPTD adalah
D'nas dan Badan di Lingkungm

l2.Pedalanan Dinas Luar Neseri adalah kesiaian perjatanan i€nc
dilakukan oleh PejabavPesawai di Lingkungan pemerintan Daerah
serta Pimprnan dan Anggota Dewan PeNal{ilan Ralvat Daeran
Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan hubunean dan kerjasana

13. Surat Permohonan izin Pefjalanan Dinas Lud Negeri, ya.e seldjutnya
disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan djnas
bagi PejabavPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dae.an
se.ta Pimpioan dan Anggota DPRDI

14. Satud Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adatah
perangkat daerah pada peherinrah dacrah selaku pengguna
anggaran/ Pengguna barang;

r5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebur DPA
SKPD adalah dokumen yang memuar pendapatan dd betanja yane
diAunal{m sebagai dasar pelaksaDaan anggaran oleh pengeuna

16. Pejabat yang betu€nang adalah Pcngguna Anggaran atau pejabat yang
diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Peme.intan

l7.Kuasa Penguna Angga.an yans selanjutnya disjngkar ]{PA adalah
Pe.jabat yans diberi kewerangan oleh Penssuna Angsaran/KPA untuk
mensambil Keputusan dan/atau tindaka! yang dapat mengakiba&d
pengeluaran atas bebm Angga.an P€ndapatan dan Belanja Daeran,

IS.Biaya riil adalah biaya yans dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sahi

Ig.Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
dan dibayarkan sekaligus;

20. Perhnungan Rampung adalah perhiiungan biaya Perjalanan Dinas
yang dihitung sesuai kebutuhan riil be.dasakan ketentuan yang

2l.Sura! PennEh Tugas tang selanjutnya disebut SPr adalah su.at
perintah untuk penugasan PejabaVPNS/PTT serta Pimpinm dan
Anggota DPRD melakukan perjalanan kedinasan;

22.surat Perintah Perjala.an Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah
surat perinbn perjalanan kedinasan kcpada pejabat/pegawai negen
sipil/pegawai tidak tetap serta Pimpinan dan Anggota DRPD sesuai
denean identitas Pejabat/PNs/PTT serta Pimpinan dqn Anggota DPRD
ydg djtugaskan densan penjelasan waktu, tujuan, t.ansportasi yang
digunalm serta sumbcr dana untuk pembiayaan akibat penugasm



23 Pelaksana Surat Periniah Pe.jalanan Dinas selanjutnya disebut
Pelal{sana SPPD adalah Pejabat Nega.a, Pega$ai N€ge.i Sipil, Pegawai
Tidak Tetap Di Lingkungan Peme.intah Provinsi Dan Pimpinan Serta
Anggota Dcwan Peflakilan Rakyar Dae.ah P.ovinsi Riau yang
melaksanakan pcrialanan di.as

BABII

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Cubernur ini hengatur mengenai pelaksanaan da.
pertanggunsjaqaban perjalanan dinas Gube.nur/wakil Gubemur,
Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PrT yang dibebankan pada
APBD.

(2) PNs sebasaimana dinaksud pada aya! (t) neliputi PNS dan Calon

BAB III
PRII{SIP PERJALAIAN DINAS

Pasal 3

(1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mempe.hatikan pnnsip:
a. selektii, yaitu hanya untuk kepentingan yang sa.ga! t'nggi da.

prioritas serta berkaitan dcngan penyelenggarad pemennuh

b. efLsien, yaitu penggunaan anssaEn perjalanan dinas dilakukan
secara hemal dan didasarkan pada kebutuhan nyata;

c. efektii yairu pelaksanaan a.Cgaran pefjalanan dinas disesuaikan
dengar pencapaian kinerja kegialan sKPDj

d. akuntabel, yaitu perranggungjawaban pelaksanaa. perjalanan
dinas dllakukan sesuai densan peftbebanan bjaya perjalanan

(21

e. wajar, yaitu sebagaimana adanya tanpa ada tambahan aPaPun.

Prinsip-prinsip sebagaimana pada ayat (lJ dnvujudkan dalam hal hal

a. Xepastian tidak terdapat pelaksanaan perjaldan dinas yang
tumpang tindih atau rangkali

b. Tidak terdapat pelaksmaan Perjalanan Dinas yang dipecan pecah
apabila suatu kegiatan dapai dilaksanakan secara sekaligus
densd sasdd peserta, tempat tujum, dan kinerja yans
dihasilkan sama;

.. Pe.jalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD yang
memang benar benar diha.apkan memberikan konribusi nyata
dalam hasjl yang akan dicapaii

d. Mengutamakan pen.apaian klnela dengan pagu dggdd yang

(3) Dalam rangka menenuhi pelaksanaan prinsip Pnnsip sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dan ayai (2) KPA melaksanakan monitoring
pelaksanaan Perjalana. dinas dan penerbitan Surar Peritd Tugas
di lingkup bidang/unit ke.janya dengan format sebagaimana
tercantum dalam lampiran lA;



BAB IV
PERJALAI{AII DINAS

pasal4

(rl Perjalana. dinas scbagaimana dimal<sud dalam pasal3 metiputi:
a. Perjalanan dinas Luar Daerah (erupakan perjalanan dinas dan

tempai ke.ludukan ke icmpat yang dituju di luar pr olinsi Riau dan
kembali ke tempar kedudukan semuta;

b. Perjalanan diDas dalam dae.ah merupakan perjalanan dinas dari
tempat kedudukan ke tempat yang ditutu dan kenbali ke tempat
kedudukan semula dalam ivilayah Provinsi Riau ;

c. Perjalanan dinas lokal dari UPTD yang berada di wilayah
Kabupaten/Kota kc dalam wilayah Kabupaten/Kota yang
be.sangkutan;

(2) Perjalanar dinas sebagaimda dimaksud ayar (t) huruf a dilakukd

pelaksanaan tugas dan fungsiSKPD/ Unit Kerjal

mengikuti rapai, semlnar, ivofkshop, bimbingd reknis, sosialisasi,
kursus, pameran, prohosi, pe.lombaan, pertandingan dd
sejenisnya sesuai ketentuan peraru.an perundang undanganj
henempuh ullan dinas / ujian jabaianj

memperoleh pengobatan be.dasarkan surat kete.angan dokter
karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

mensikuti pendidikan tugas beiajar sctara Diploma/s1/s2/s3,
hanya untuk 1 (satul kali keberanskatan

(3) Perjalanan dinas yans be.sifat kunjunsan kerja dan studi bddins
dilakukd dalam hal :

a. adanya peraturd baru yang akan diimplemenrasikd oleh daerahi

b. untuk penirgkatan pelayanan publiki

c. untuk peninAkatan kesejahteraan nasyarakat; dd
d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedomd dalam

penyelengga.aan pcmerinrahan dae.ah
(a) Perjalanan dinas iuar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1)daln rangka konsultasr,

Kementerid/Lembaga atau Instansi Pemerintah te.kait Fng
diiaksanakan oleh PNS secaa selektif maksimal 3 (tiga) orane yfe
terdni dan 2 (dua) orang Pejabat St.uktural didampingi oleh I (satu)
orang PNS Non Struktu.al dengan mcmpcrtidbangkan aas kewajaran
dan kepalutan dan maksimal2 (dua) ha.i;

(s) Pe.jaldan dinas yang be.sirar kunjunean kerja arau studj bandins
seb"gd.nan, drm"ksud Daoa cva lu JeB drld[\Er.\.. PNS
dilal<ukd seca.a kolcktilmaksimal s (lina) omng selama 3 (tisa) hari;

(6) Pe{alanan dinas lua. dae.ah sebasainana dinaksud pada ayar (1)
huruf a .lalam ranska konsultasi, koordinasi dan kunjunean kerja
atau studi banding ke Kemenre.ian/lf,mbaga atau Instansi
Pemeri.tah te.kair yana dilaksanakan oieb anggora DPRD dilakukm
secara selektif, dan dapat didampingi oleh PNS/ Staf Ahli dengan



mempertimbanskd zas ke{€jaran dm keparulan dibatasi maksimal

{71 Pe..jalanan dinas dalam daerah sebasaimana dimaksud lada ayat (t)
huruf b yang digunakan unruk metakukan kegiatan Monitoring/
sup€ryisi/Evaluasi dan Koordinasi unruk jdak sampai dengan 80
(delapan puluh) kilo mcter dan batas kota dibarasi maksimal 2 (dua)
hari dan unrukjarak lcbih dan 80 Km dibatasi maksimai 3 (tiga) htui,
dd maksimal dilakukan 3 (rigal oran€;

(8) Dalaft har perjalanan dinas dalam dae.ah dilakukan nelebihi baras
sebagaimana dimaksud pada ayat (61 dcngan tujuan tertentu, maka
sebelum mclakukan perjalanan dinas harus mendapar pe.serujuan
tedebih dahulu da.i Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran
d"r m.Tperh" iLd &. k-pd' rr"n odn \erdjcr.n

(9) PNS Oolonean I, PIT/TenaCa Kontmk dapar melakukm perjalanan
dinas dalam hal mendesak/khusus arau dalam hal tenaga reknis tidak
diperoleh di tempat bersangkutan be.dasarkan perserujud Pengguna

(10) Individu dan masyarakat yang diikutserrakan dalam pelaksanen
kegiatan tertentu dapar diberikan perjalanan dinas berdasarkan
perseiujuan Penssuna Anggaran.

Pasal5

(lJ Perjalanan dinas dilakukan sesuai perinrah pejabat yang betuenag
dan tertuang dalah SPl.

(2) SPI dan SPPD dilingkungan Dinas, Insp€ktorat, Bappeda, Sekretanar
Dewm dm t mbaga Teknis Daerah ditandatanganr oleh:

1 Gubernur da. wakil Cube.nur, ditandatangani oleh Oubefrur.
2. Sekretdis Daerah, ditandatangani oleh Cubernur atau wakil

Gubemur.

3. Pimpjnm DPRD dan Anggota DPRD, diiandatangani oleh Ketua
DPRD atau Pimpinan DPRD.

4. Kepala SKPD, dilandatangani oleh Cubernur atau wakil
Gub.mur atau Sekretaris Daerah.

s. Jabatan Pimpinan Tinsci Pratma/Eselon llb, Jabatan
Adninist.atof/Eselon lU, Jabatan Pengawas/Esselon lV, PNS
Non Eselon dan P'm, ditandatangani oleh PengAuna Anggaran.

6. Pada UPTD yang berkcdudukan di Kabupaten/Kota selain
Pekanbaru, ditandatangani oleh kepala UPID.

t. Gubernu., Wakil Gubernu., dilandatangani oleh Cubemu.
atau wakil Oubernur.

2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sek.etans Daeran.

3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpind
DPRD arau Sekrelans DPRD.



t3)

4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Esselon IIa, ditddataigani
oleh ydg be!tugkutan selaku Kepala SKPD.

5. Jabat n Administfator/Esselon IIt, Jabatan pengawas/tv, pNS
Non Eselon dd PI'I, ditandatangdi oleh pengguna Angg@
atau Kuasa Penggua Anggaran.

6- Pada UPrD ydg berkedudukm di Kabuparen/Kota selain
Pekmbaru, ditandatdgdi oleh Kepala UptD.

P.nddatdgdd SPr dm SPPD cli linekunga Sckretdiat Daerah
Provinsi Riau di tddattusmi oleh;

1- Asisten, Staf Ahli Gub€mur dan K€pala Biro, ditandatangsni
oleh Sekretais Daerah.

2. Kepdla Bagian, Kepara Sub Bagid, PNS Non Eselon dd p1.T,
ditandatangdi ol€h Asisten ydg membiddginya atas naru
Sekretaris Daeran.

L Asisten, StaJ Ahii cubernur dd Kepala Biro, ditddatangdi
oleh sekretalis Daersn.

2. Kepala Bagid, Kepala subBagian, PNS Non E*lon de p'rT,
ditandatdgdi oleh Kuasa Pengguna Angged.

sPt *basaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) palins edikit
mencdtumkd hal-hal sebagai belikut;

b- pelaksa tugasi

c. waldu pelal<sddd tugasj

d. tempat p€lal<sdan twast dad
e- mar.sud pelaksMad tugas.

BAB V
BIAYA PDRJALAIIAN DIITAS

Pasal 7

Biaya Perjaloan dinas dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD p€nerbit
SPPD.

pasal8

(i) Biaya perjardan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai

Pasal6

Fomat SPT dd SPPD sebagaimda dimaksud dald Pasal 5 b€rpedo@
pada ketentw PeEtuEn Petundmg-unddgan rentang Tata Naskan

14)



b. biaya bdsportj
c. biaya penginapd;
o. ud8 rePresemasr;

e. bEya tal<siidan

L sesa kendaraan.
(2) Uang harian sebagtmana dimaksud pada ayat (1) huruia dibayarkd

secara lDmpsum dan me.upakan baras rerrjnggi sebagaimana di atur
dalam ladpirm lt;

(3) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan pedatana. Dinas
sebasaimana dihaksud pada ayat (rl hurufb terdiri dan :

a. Perjalanan Dinas Dalam Dacrah

Biaya t.ansport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujud
.lan sebaliknyai

b. Pe.jalanan Dinas Lua. Daerah

(4) Biaya penginapan sebasaimana dimaksud pada ayar (r)hurur c
merupal€n biayayang diperlukd untuk menglnap:

b. dilempar menginap lainnya.
(s) Biaya iaksi sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf e diberikan

untuk perjalanan dinas lua. daerah yang merupakan satuan biaya
ydg digunakan untuk perencanaan keburuhd biaya tarif salu kali
perlalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju
bandara/pelabuhan/teminal/stasiun keb€ranskatan dan ddi
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun rujum menuju tempat yang
dikunjungi dd sebaliknya.

{6) Apabila bukti pengeludan untuk biaya taksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) iidak diperoleh maka pclaksana SPPD melampirkan
DaJtd Penseluaran Riil dalam benruk Su.at Pertanggungiawaban
Mutlak dari pelaksana SPPD.

(7) Dard hal Pclaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimda dimaksud pada ayat (4), berlaku kctcntua.:
a. peiaksana SPPD diberikan biaya pcnginapan sebesd 30o/o (riga

puluh persen) <la.i rdifhotel di kora iempat tujuani
b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan

secara lumpsum.

{8) Uans .epresentasi sebaeaimana dimaksud pada ayar {1) huruf d,
hanya diberikan kepada cubcrnur/wakil cubernur, Pimpina. DPRD,
Sek.elaris Daeran dan A.ggota DPRD serta Pcjabar Eseton II, ydg
melaksanakan pcrjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksdm
lugas dd fungsi yang mel€kat padajabatan.

(9) Untuk keperluan pelaksanaan tugas dit€mpat tujuan, sewa kenddaan
sebasaimana dimaksud pada ayar (i) huruf fdapar dibenkan kepada:

a. Gubernur/wakil Gubemur dan Pimpinan DPRD;

b. Sekreraris Daerah dan AnggolaDPRD.



(10) Dalam hal perjalanan dinas dilalukan dengan ftenssunakan mobil
pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyat< (BBM)
sebasai pensgdti biaya transpo.tasi sebesa. 75olo (tujuh putuh lima
putuh persen) dari udg transporrasi scbagaimana diarur dalm
Penturan cube.nur ini;

(ll) Daiam hal pedala.an dinas lanjutan dari rbukota Kabupaten ke

^F.dd a Dp.a de.srr wdkru r-noLh p-rJ. dn6n ddrdr.-6.- da., I
lsatu) lam atau harus menggunakan transportasi lain dapar
dibayarkan uang t.anspotasi secara riil dan dilengkapi dengd surat
pe.nyataan tanggungjawab mutlak yangdiserujui oteh Kepata sKpDi

{r2) satuan biaya uans rransportasi perjalanan dalam kota diJakar@ pada
SKPD Badan Penghubung Provinsi Rrau, merupatan pengganti uang
transpor! ddm melaksanakan iugas kedinasan .li wilayan Jakarra
berdasa.kan Surar Perintah Tugas da.i pejabat yang beMenang.

(13) Fomat Rincian Biaya Pe.jalanan Dinas sebasaimana tercantum pacla
Lmpi.an i.B dan metupakan bagian yang ridak terpisaikan dari
Peraturan cubernur ini.

Pasal 9

Biaya Perjalanan dinas diberikan dengan kerentuan sebagai berikut:
a. udg harian dibayarkan secaE lumlsum dan m€rupakan batas

b. biaya transport pegawai dibayarka sesuai dengan Biaya Riil
berdasarka lasilitas t.ansporr sebagaima.a lercanrum Lmpiran r.C
dan merupakan bagian yang ridak te.pisahkan dari Perarurd

c. biaya penginapan dibaya.kan sesuai dengan biaya nil dan dapat
menggunakan kwitansi biro !eialanan/voucherj

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsux,,
e. seiva kenddan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

pasal 10

(l) Daran hal pe.jalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang atomodasi
du konsumsi ditanggung oleh penyelengga.a, maka pelaksna SPPD
mencrlma uang harian selama hari yang re.canrum dalam SPT/SPPD
oengan Kerenrud :

a. Untuk hari bcrangkar dan hari pulang uang barian .libayarkm
sesuai standa. biaya yang diatur dalam Pe.atuEn Gubernur ini

b. Untuk hari pelaksean k€giatan uang hanan dibayarkd sebesar
50% ddi uang harian yang diatu. dalam Peraturan Cubemur ini.

(21 Dalaft hal pe.jaland dinas unluk mensikuti kegiatan yang akomodasi
dan konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana
SPPD mcncrima udg hadan selama hari yang tercantum dalam
SPT/SPPD.

(3) Dalan hal Perjalanan dinas dilakulan untuk mengikuri kegiatan
rapat, seminar, dan kegiata. lainnya, Pelaksana SPPD dapat menginap
pada hotel/pcnginape yog t€iah ditentukan oleh penyelenggara.



(4) Ddd hat biaya hotel penginapd sebagaimda dirElrsud pada ayat
(3) lebih Linggi ddi satu@ biaya hotel/peneinapan sebagaimea diatu
dalm Peraturan Gubernur ini, maka pelal<sma SPPD dapat
menggu.akan fasilitas kma dengd trif terendah pada
hotel/penginapan dimalsud.

Pasal I I

(1) Biaya Perjalmd Diras digolonsan sebasai berlkut:
a. Biaya perjalanan dinas cubernur/wakil cubemur;
b. Biaya perjaldd dinas Tingkat A untuk Pimpind DPRD, Anggota

DPRD dan Pejabat Eselon I;
c. Eiaya perjalana dinas Tingkat B untuk Eselon lll
d. Biaya perjaland dinas Tinekat C untuk EseLon Ill dm Eseion Iv,

Non Dselon golongd IV, golongd lll, golongd ll dd golongm L

(2) Perjalanan dinas untuk Komisi Informasi Provinsi Riau diatur sebagai

a. KetM dm wakil (etua dismal<m dengs Jabatd
Administ.ator/Eseion lll

b. Anggota dis@al@ dena@ Jabatm Pengawas/Eselod IV

(3) Perjal@an dinas untuk Komisi Penyiean Indonesia Dae€h Provinsi

a. Ketua dan wakil Ketua dismakd d€ngm Jabatm
Adminisfator/ Eselon Ill

b. Angeota disamakd dengo Jabatan Pengaeas/Eselon IV

(3) Perjardd dinas untuk Pensurus Korps Pegawd Republik Indonesia
Daeran Provinsi Riau diatur sebasai berikutl

e. Ketua dd Wakil Ketua disatuEkd dengd Eselon ll (Pejabat
Tinggi Fratda)

t Ketua Bidsg disdakan deng@ Jabatm AdiinistralorlEselon
III

g. Anggota disamalo dengd Jabatan Pe.gawas/Eselon iV

(4) Perjaranan dinas untuk PTr/Individu/Masydakat diatur sebasai

a. colongan u bagr t@atan sdjda Muda, stiata I dd Strata ilj
b- colongan I bagi tamatd SD, SLTP dan SLTA.

Pasal 12

(1) Datm har junlall hd Perjaloan dinas melebihi juntah hari yang
ditetapkd dalm SPT/SPPD dan tidal< disebabkan oleh
kesalahan/kcLalaan pebr<sana SPPD, dapat diberikd tmband udg
hdian, blaya penginapd, dd usg represenlasi.

(2) Tatubahan uang harid, biaya penginapd, dd usg represertasi,
sebasaimda didal<sud pada ayat (r) harus mendapatkd Persetujuan
PA/KPA dengo md@pnkan dokumen beruPa:



a. Su.at keterangan kesabnan/kelalaia. <lari syahbandd/kepala
bedda/perusahaan jasa t.ansporrasi lainnyaj dan/atau

b. Surar keterangan pe.panjangan rugas da.i pemberi tugas dengd
tomai sebagaimana iercantum pada rampi.an I D dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dad Peraturan cubernur ini.

(3) Bedasdkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA
membebankan biaya tambahan uang harian, biaya pensinapan dan
uang represenrasi pada DPA-SKPD/DPPA SKPD yang bersdgkutan.

(4) Dalam hal jumlah hari pe.jalanan dinas kurang darijumlah hari yang
ditetapkan dalam SPI/SPPD Pelaksana SPPD harus mengembalikan
kelebihan udg harian, biaya penginapan, dan uang representasij yang
lelah diterimdya kepada PA/KPA.

BAB VI
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 13

(l) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan densan sansat selektii hanra
untuk kepentinga. ya.g sangar p.ioritas/penting berkaitan dengan
peryelenggaraan pemeintahan dengan mcmpergunakan dokuden
perjalanan dinas lua. negeri;

(21 Perjalanan dinas lua. negeri sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan dengan berpedoman pada ketentud Peraturd Perundang-

BAB VII
PELASSANA.A.I{ DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJAIANAN

DINAS

Pasal l'1

(1) Biaya Perjalanan Dinas dibaya.kan dalam batas pagu anssaran yang
tersedia dalah DPA SXPD yang bersangkutan.

(2) Biaya Perjalanan Din ana .libe.ikan kepada Pelaksana SPPD
dibayarkd palins cepat 2 {dua) ha.i kerja sebelum Perjaldan Dinas

(3) Dalam hal Per.jalanan dinas harus seseE dilaksanakan, biaya
Pe.jaland Dinas dapat dibayarkan setelah Pe4alanan Dinas selesai.

(4) Dalam hal perjalanan dinas dari UPID ke ibukota provinsi
(Pekanbaru) dapat dibayarkan biaya perjalanan dinas s€suai standa.
uang hanan KabupalenlKot! tcmpat ke<lu<lukan UF|D.

(s) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam kota Pekanbaru untuk
me.ghadiri acara .apaq sosiallsasr, dikla!, seminar dan sejenisnya
yds pelaksanauya lebih darj 4 (enpao jan dapat diberikan udg
transportasi Pekanbaru, dengan bukri kebadiran dengan lormat
sebagaimda tercantum pada lampiran LE



pasal t5

(l) Peftbayaran biaya Perjatanan Dinas ditakukan melalui mekanisme
Uang Percediaan.

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekdjsme Udg
Persediad dilakukan dencan memberikan uans muka 75% (tqjui
puluh lima persen) kepada pelaksana sppD oleh Bendah;ra
Pengeluaran/Bendahara Pengetuara. Pembanru

(3) Dalam hal biaya Perjatanan .linas yans dibaya*d kcpada pelaksana
SPPD melebihi biaya Peialanan dinas yang seh@snya
d'pcltanggungjawabkan, kelebihan biaya pe.jaranan dinas re.sebut
hms dikembalikan ke Bendaha.a penselura/Bendanara
Pengeluaran Pembantu.

(4) Pemberian uang muka sebasaimana dimaksud pada ayat (2),
b. dc>ark"n prrselL J"n ocrb ran LsnB I rkc odr. pA.XDA densd
melmp rkan dokumen seb,Adi berLkur

a fotocopy Surat Pe.intah Tugas;

b. fotocopy SPPD (Lenbaf I)i

c. kuitMsi tanda teiima uang muka; dan
d. rincian perki.aan biaya Perjalanan Dinas

Pasal 16

(t) Dalatu hal terjadi pembatalan petaksanaan Perjaland dinas, biaya
peftbatald dapat dibebankan pada DPA SKpD/DppA SKPD yang

(2) Dokumen yang hms dilampirkan dalam rangka pembebma biaya
pembalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Pe.jalanan dinas oteh

pejabat ydg benenang menerbitkan Surat Tugas, ydg dibuat
sesuai fo.hat sebagaimana te.cdrum dalam Lampiran LF dan
merupakd bagian yang tidak terpisahkd dari Peratu.an
Oubernur inij

b. surat Pernyata Pembebanan Biaya pembatalan perjalman
di.as yans dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran l.c dd merupakan bagian yane tidak rerpisahkd dari
Pe.aturan Gubernur inij

c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalim Biaya Transporr
dan/atau biaya p€nginapan dari pe.usah@n jasa transporrasi
dd/atau penginapd ydg disahkan oleh PA/KPA.

(3) Biaya pembatalan ymg dapa! <libebankan pada DPA SKPD
sebagaimaDa dimaksud pada aFr (i) yakni sebagian atau seluruh
biaya tiket t.ansporlasi arau biaya penginapan arau pengeluaran nil
lainnya yang tidak dapat dikembalikan/ reiund.



BAB VIrl
PERTAIYCCUNG!'AWAIAI{ BIAYA PDzuA!.ANAI{ DINAS

pasal t 7

ll) D-laksrr SPPD memp-1., egungja$abk", pFldk\anErn pe, dtcnM
unas-rrpcoa penblr rLgd.dr- bi"vd De-ia.Man D.na\ krp"dr
PA/KPA palns ambdr r ,..odr t"-i ^-rj" serctah p"rj"td d D.nds
dilaksdakan.

{2) PertdggunAjawaban biaya Pe.jatdan dinas sebagaimda dimaksu.l
pada ayat (1) denso netampirkan .tokumen berupal
a. Surat Perinrah Tugas ya.g sah dari pejabat ydg beMenans

sesuai Pasal 5 ayat (2);

b. SPPD yang telah ditandatangdi oleh pA/KpA (lembar I) dan
pejabat pihak terkair yang menjadi Tehpat Tujuan pdjaidan
Dinas (lembar Il)i

c. llker pesawat, boarding pass, ai.port ta, dd bukti pembaydd
transpoftasi lainnya;

d bukti pembayaran horet atau tehpar menginap laiDnyaj
e. bagi pelaksara SppD yang menginap di hotel dengan

menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang
disahkan pihak hotel terkair, dai

t taporan Hasil Perjalanan Dinas kepada pAlKpA.
pasal 18

(l) PA/KPA melal{ukan Perhitungan Rampung seluruh bukti
pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada
Bendaha.a Pengelua.an/Bendahda pcngetua.m pembantu.

(2) PA/KPA beNenans unruk menilai kesesuaian dan kewajaFn atas
biaya-biaya yang tercantum datam daftd pengeluard riil
sebagalmana tercanium pada lampiran LH dan merupakan bagian
yan8 r;d.k F.p \dhkdn d"n De d.Jrdn C rbrrr-r rn.

(3) PA/KPA mensesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimal<sudpada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendana.a
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebag.j
pertangAungjawaban Uang Pcrsediaan.

pasal t9

Beerd rincian satuan biaya Pe.jalanan Dinas sebagaimaoa dimaksud
pada pasal 9 tercantum pada Lampi.an It dan herupakan bagia yang
tidak te.pisahkan dari Pe.aturan cube.nur ini.



BA! D'
PENGEI{DALIAN INTERNA!

pasal20

PA/(PA menyelenggarakd pengendalian intemal rerhadap pelal<saan
Perjaldm Dinas sesui dengan keteltuan peraturd perun.lmg,

BAE X
RETENTUTI.I{ PENVAVP

Pasal 2 r

Pemtur@ Gubemur ini mulai berlal<u pada tanggal diundugkd.

Agd sebap orang mensetahuinyaj tuemerintahkm pengulddgs
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

r|J^

I(
Diundangkd di Pekanbaru
pada tdggal 

RIAU

BEFITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 20I5 NOMOR
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LAMPIRAN IA : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 148 Tahun 2015
TANCOAL : 31 Desenber 2015

A. Monitoring Pelaksdau Perjaldan Dinas untuk bulm.-.......-...Tanun

t, Pelalrseas tugas ditandai dengm m€mber;tdda x pada bdis dm kolom Tdggal

2. Tidak diperkenokan pemberian tanda x lebih ddi 1 kali pada beis dd kolom

(epala Unii I<erja/Bidds

2 3 5 10 1l T2 l3 15



B. Monitoring Penerbitan Surat Perlnrai Tugas dalam pelakseaan perjalman
Diras unluk B rl.r . . .........1a}Jn......

Kepala Unit Kerja/Biddg

1 Diisi deng& jenis kegiatan perjatman dinas, misalnya dalm tugka
ndasunber/rapat/ralor/Monev/suryeydsb

2. Diisi "dibatalkd', apabila te.dapat pembatalan pelaksanaan perjalmd dinas
3. Terdapat pelaksa.aan tugas awal yang belum selesai tetapi dilanjutkm

pelaksdaan tugas lain
4. Dapat diisi dengm keterangan lainya.

tl t2l (sl t7l t3)

.ARSYADJVLIAXDI 
RACIrMA{
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LAMP]MN IB : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR
TANGGAL

PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH,

PEGAWAI NEGERI DAN PEOAWAI TIDAK 1ETAP

A. FORMAT RII{CIAN AIAYA PERJAI"ANAII DTNAS

RINCIAI{ BIAYA PER!'ALANAN DINAS

Lampird SPI' Nomor :

Tdggal

JltllLlur KE"TERAIIGAJ{

2 3

2
3

5

Telan dibayar sejumlah
Rp....... ....................

Bendahara Pengeludan/
Bendalaa Pengeluan Pembdtu

NIP.

............,tanggal,bule,bnun

telah diterima sejumlah
Rp............ . ..........,.....

t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
NIP

Ditetapkan sejutubn
Ydg telan dibaya. semula

PERII]TUNCAN SPPD RAMPUNG

Pengguna Anggard/
Kuasa Penguna Anggaran

(........................................)
NIP.

D'ULIANDI RACHMAI{
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LAMPIRAN IC : PERATUMN GUBERNuR RIAU
NOMOR ;.TANGGAI 

:

FASLTTAS TRAI{SPORf ASI PERJAIANAN DINAS LUAR DAEIIAH

TRp3porrasi

I 3 6 7

2 Anggota DPRD
Kelas I B

3 B

wlIIt/ lr c
Eksekutil
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I.{MPIRAN ID : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :

TANGGAL :

SURAI KSTERAIIIGAI{ PERPAI{I'AI{GAN :IUCAS

Ymg bertandatmgd di bawan ini:

NIP

........... ..... (Pemben Tugas)

Berdaskd Su.at Perintai Tugas (SPn Nonor.......... tdggal ............, atas nam
............-.. denga! ini kmi menyatakm densan sesungguhnya bahwa:
Admya perpanjangd tueas ..... hdi disebabkd bukm oleh kelalaid petaksa
SPPD

., taggal, brtd, ralun

ASUS-PC
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LAMPIRAN I.E: PERATURAN
NOMOR
TANCGAL

Forn Bukti Kehadiran Perjaland Dinas Datm KoIa

GUBERNUR RIAU

:

{11 Diisi nomor urut.
(2) Diisi nda Pelakwa SPPD yang metakukan perjsldan Dinas
(3) Diisi hdi Pelar<sanaan pe.jalanan Dinas
{4) Diisi tanggal pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai yaDg tercantum dalao Su.at

Untuk aska {3) dan (4), apabila penusasd lebih dari 1 (satu)harj, ma}a diisi per
hdi d"r per rmg8" I pelaksMs € n
(s) Diisi nana pimpinm/pejabar/petusas di tempat Tujuan perjalean Dinas
(6) Diisijabatan pimpinan/Pejabat/petugas di tempat Tujud perjared Dinas
(7) Diisi tdda tange pejabat sebagaimda dimaksud pada dgka (5) ydg ditunjuk

untuk menandaiangani bukti kehadiEn pelaksana perjalanm dinas

Kepala Unit Kerja/Bidang

1................................1
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Nama .................. (6)
NIP ................... ........... (7)
Jabatan ............................... (8)
Unit Organisasi ............................... (9)
L€mbasa ............................ (t0)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya kepertud dinas lainnya

li:"- :T:: -:::::::1'"*': i:: ii"1i :::1 ::::::i :l:
Sehubungd dengan pembatalan tersebur, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat
digdtikan oleh pejabat/PNs/Pega*ai Tidak Tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat densd sebenarnya dan apabila di kemudid
han ternyata sumt pernyalaan ini tidak bend, saya befanggung jawab F€nuh dd
bersedia dip.oses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

'',','','.'.'..'.''.'.'.,'''.'''''''''''' (12)
Yang l{embuat Pernyatad

LAMP]RAN IF ] PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : l4a Tahun 2ot5
TANGGAL :31 Desenbe. 2O1s

SURA'T PERNYATAAI'I PEMBATALAN iUGAS PDzuAT,ANA}I DI'IAS JAEAiAI{
\o\10R

Yang bertandatdgan dibawan ini:

Petunjuk Pengisid Format Surar Pernyatad Pembatalan Tugas Perjaldan Dinas

{1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas
(2) Diisi NIP pejabat penerbit SuratTugas
(3) Diisijabatan penerbit surat Tugas
(a) Diisi nda Unit Kerja penerbit Surat Tugas
(s) Diisi nma si<PD penerbit Surat Tusas
(6) Diisi nma Pelaksana SPD
(7) Diisi NIP P€laksana SPD
(8) Djisijabata Pelal<sana sPD
(9) Diisi nma Unit Kerja Peiaksana SPD
l0) Diisi nda SKPD Pelaksana SPD
It) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas

22



(12J Dibi temFEt, teggal buld, dd tahun ditandaransei suat p€rttyatad
(13) Dnsi tdala tangm dd naM jclas pejabat penerbit SlEr TuSas_

ASUS-PC
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Dibatalkan sesuai dengan sufai Pe.Dyataan Pembatalan Tugas pe.jalanan Dinas
Jabatd Nomor......... ...... tanggal .. .....

Berkenzm d€nsan pembatalan te6ebut, biaya t.ansport berupa............(u)..... de
biaya penginapd yeg telah terldjur dibayarka! atas beban DpA SKPD tidat dapat
dikembalikan/ relznd {sebagian/ seluruhnyal sebesar Rp............ ..........(12)..................

SURAT PERIYYATAAN PEMBEBANAnI BIAYA PEMBATA!.A:{
PEzuALANAN DINAS JASATAN

Yang bertddatangan dibawah ini:

NIP

Unlt Organisasi

Menyatakd dengan

NIP

LAMPIRAN IC : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 143 Tahun 2015
TANGGAL : 31 Desember 2015

(ll
t2)
(3)

(s)

sesungeuhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan
....,... tanggal .......... dd SPT Nomor......... ranggal ..........aras

17)
(8)
(e)
(t 0l

yanc dibebani biaya pc.jalanan

DPA SKPD
:....... ...................tan99a1.. . . ................SKPD....... .. ...........(13).

Demikian surat pemyataan ini dibuar dengan sebenarnya dan apabita dikemudid
han temyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugjan neeara,
saya bertanggung lasab penuh dan bersedia henyeto.kan kcrugian daerah tersebut

.... ............................(r4)
Yang Membuat Pernyatae

(15)

Petunjuk Pengisian Formal Su.at Pemyataan Pembebanan Biaya Pembatald
Perjalanm Dinas Jabatan:
(l) Diisi nama PA/KPA sKPD/unit Kerja SKPD yang dibebdi biaya perjaranm

(2) Diisi NIP PA/XPA SKPD/Unir Ke.ja SKPD yans dibebani biaya perjalanan

(3) Diisi jabatan PA/KPA SKpD/Unn Ker.ja SKPD

(,+) Diisi nana Unit Xerja S(PD yans dibebani biaya
(s) Diisi nma SIiPD yang dibebdi biaya perjalanan



{6) Dibi nMa Pelats@a SPPD
(A Dnsi NIP Pelal<s4a SPPD
(a) Dnsijabalan Pelaksda SPPD
(9) Diisi trma Unit Kerja SITPD ydg dibebdi biaya p€rjalmm dinasnya

(10) Diisi nda S(PD ymg dibetdi biaya perjaldan diMsnya
(I 1) Diisi lransport ydg digunakan
{r2) Dnsi derym juohn rupian biaya tlmsport dan penginapd ydg rida! dapat

dik€mbarikd/ refind sebasid/ seluruhnya
(13) Dnsi nomo. DPA-SI<PD, tanggal, dm nma SKPD yeg dibebdi biaya pedal€nd

(14) Diisi dengm tempat dan tangsal menddatagdi sumt pemyatad,
(15) Dnsi tdda tangan dd nam jelas PA/KPA pada SKPD/UDit Kerja SrcD yaag

dibebmi biaya rE{al:l]]d dinasnya.
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LAMPIRAN IH : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR l

DAFTAR PDI{GELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawan ini:

Nd€
\IP
Jdbct n

B€rdasakm Surat Perintah Tugas (SPT) Noftor.......... tanssal ............, denga ini
Kami menyatakd dengan sesungguhnya bahva:

a. Biaya trdspo.t pejabavpegawai dan/atau biaya lenginapd dibawah ini yang
tidal< dapat dipe.oleh bukti-bukti pengelua.annya, meliputi:

JUlIILAE

b. Jumbn udg teFebut pada angka I di atas benaFbenar dikeludkan untnl{
pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dm apabila dikemudim hari terdapa!
kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan keLebibd tersebut

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakd

Mensetahui/Menyetujui:
................,tanggal,bulan,tahun
Pengeuna Anggdd/
Kuasa Pengguna Anggdan,

NIP...............................
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PRESE TASI PERJAIANAN DINAS

cub{nutrv!tr)cub(^ur
Erloo r/Pinp,ian DPpD/Anso€ DPFD

B]I'DIX PENAHUBUNC PEMRINTiI{ PROVINSI RIAU

PaLembMg



5. SATI'AN B'AYA UAJ{C RE

5 SATUAN BIAYA UAITG TR,AJ{SIORTASI PEzuALANAN DA'AII
IADAJ' PENCHURUNC PEMRI\'T1Jr PROVIdSI RjAU

A T,|RII UIXC TRTTNSPORTAS

c ubtmun wairt c ubemu r/ Plmp nM DPPD
E{ on r/Frprnan DPm/cn@rs DPPD

XUsunsmFngi
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